
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR.,l.j' TAHON 2017 

TENT ANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 
NO.MOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI 

PIMPINAN DAN ANOGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang : bahwa unruk cfektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Nornor 2 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilun Rakyat Daerah, perlu mcnetapkan Pcraturan Bupati 
Sidenreng Rappang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Nornor 2 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwa.kilan Rakyat Daerah; 

Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ha.k 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6057); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dala:m Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kc::dua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pcdornan P�ngelolaan1 
Keuangan Daerah; 



6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 62 Tahun 2017 
tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun 2016 Nomor 19); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan clan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 
[Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 
2017 Nomor 02); 

MEMUTUUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 2 
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 2 nsure 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

7. Tunjangan komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat 
TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk 
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk 
mernenuhi kebutuhan minimal perurnahan Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

9. Tunjangan Transportasi adalah uang yang clibayarkan setiap 
bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam dacrah 
Pirnpinan dan Anggota DPRD. 

10. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap 
mclaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggoto DPRD. 

11. Pakaian dlnaa adalah pakaian yang dipcrgunakan dalam 
tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD. 

12. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan AnggotaJ 
DPRD. I 



13. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan rcpresentasi, pelayanan, dan kcbutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari­ 
hari, 

14. Kernampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk 
menentukan kelornpok kernampuan keuangan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan 
komunikasi intensif, tunjangan reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 

15. Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APED 
adalah rencana kcuangan tahunan pernerintahan daerah yang ditetapkan 
dcngan Peraturan Daerah. 

BAB II 
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 2 

[I] Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang 
pajaknya dibebankan pada : 
a. APBD, meliputi : 

1. uang representasi; 
2. tunjangan keluarga; 
3. tunjangan beras; 
4. uang paket; 
5. tunjangan jabatan; 
6. tunjangan alat kelengkapan; dan 
7. tunjangan alat kelengkapan lain. 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 
1. tunjangan komunikasi intensif; dan 
2. runjangan reses 

(2) Pembcbanan pajak penghasilan kepada Pimpina.n dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat. (ll huruf a dan b, dilakukan sesuai 
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf a 
angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(2) Uang representasi ketua DPRD setara dcngan gaji pokok Bupati. 
(3) Uang rcpresentasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen] 

dari uang representasi ketua DPRD. 
(4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lirna persen] dari 

uang representasi ketua DPRD. 

Pasal 4 

(t) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 clan angka 3 diberikan sctiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(2) 'I'unjangan keluarga dan tunjangan bcras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
basarnya sama dengan tunjangan keluarga dan lunjangan beras bagi 
pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan kctentuan peraturan / 
perundang-undangan. 0 



Pasal 5 

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% 
[sepuluh persen) dari uang rcpresentasi yang bersangkutan. 

Pasal 6 

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
angka 5 diberikun setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebcsar 
145% (seratus ernpat puluh lima persen) dari uang representasi yang 
bersangku tan. 

Pasal 7 

(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan a.lat kelengkapan lain 
sebagaimana dirnaksud dalam paeal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7, 
dibcrikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk 
dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan 
perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. 

(2) Tunjangan alat kelcngkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan 
dengan ketentuan, untuk jabatan : 
a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen]; 
b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen): 
c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan 
d. Anggota, sebesar 3% [tiga persen] dari tunjangan jabatan DPRD. 

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan 
tugas. 

BAB III 
PENGELEMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 8 

Kcmampuan Keuangan Dacrah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 
a. tinggi; 
b. sedang; dan 
c. rendah. 

Pasal 9 

(1) Penentuan kelompok Kernampuan Keuangan Daerah sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah 
dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, 

(2) Pendapatan umum dacrah sebagaimana climHksud pada ayat (1) terdiri alas 
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi um.um. 

{3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas belanja gaji 
dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai apararur sipil negara. 

Pasal 10 

(1) Data yang digunakan scbagai dasar pcrhitungan kernampuan keuangan 
daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 merupakan data realisasi 
APBD 2 (dua) tahun anggaran sebchrmrrya dari tahun anggaran yang 
direncanakan. 

(2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Uaerah sebagaimana dimaksud pad/ 
ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 



(3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 11 

Kelompok Kemam.puan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 
dikelompokkan dalam 3 (tiga ) kategori sebagai berikut : 
a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) 

dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi: 
b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan 

Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokk.an 
pada kategori kcmampuan keuangan daerah sedang; dan 

c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelornpokkan 
pada kelompok keuangan daerah rendah. 

BAB IV 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES 

Pasal 12 

(1) TKI dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 
(2) Besaran TKI clan Tunjanga.n Rescs ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan 

Keputusan Bupati berdasarkan Kernampuan Keuangan Daerah Tahun 
Anggaran bcrkenan dengan ketentuan sebagai bcrikut: 
a. diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah 

Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemarnpuan 
keuangan daerah tinggi; 

b. diberikan sebanyak 5 [Iima] kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah 
Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kernampuan 
keuangan daerah sedang; dan 

c. diberikan sebanyak 3 (tigaJ kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah 
Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemarnpuan 
keuangan daerah rcndah. 

BABV 
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pasal 13 

(1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dalarn bentuk 
uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan 
sumpah/janji. 

(2) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pirnpinan 
dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu 
Tunjangan Perumahan. 

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istr'inya menjadi Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan. 

(4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara untuk 
Pimpinan dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian 
Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD 
menempati rumah Negara tersebut 

(5) Apabila pimpinan DPRD menempati rumah Negara maka disediakan 
perlengkapan Rumah Negara dan belanja rumah tangga. 

(6) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang 
tidak disediakan kendaraan dinas. 

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang dlberhentikan sementara tiday diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi. 



Pasal 14 

(1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati rumah negara maka kepadanya 
disediakan perlengkapan Rurnah Negara dan Belanja Rumah Tangga. 

(2) Penyediaan perlengkapan rumah negara scbagaimana dirnaksud ayat (1) 
dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretarial DPRD sesuai 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

(3} Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh 
melebihi belanja rumah tangga Bupati. 

Pasal 15 

(1) Besaran Tunjangan Perurnahan harus memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku 
dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

(2) Besaran Tunjangan Perumahan scbagaimana dimaksud ayat (2) tidak 
terrnasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon. 

(3) Besaran Tunjangan Transpcrtaei harus memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kcndaraan yang 
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota 
DPRD. 

(4) Standar satuan harga sebagaimana dirnaksud ayat (3) tidak termasuk biaya 
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. 

(5) Besaran 1'unjangan Pcrumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh 
melebihi Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, 

Pasal 16 

(1) Standar satuan harga seternpat yang berlaku dan standar luas bangunan 
serta lahan rumah Negara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan 
Bupati tentang Stander Biaya Masukan serta mempertimbangkan hasil 
survey harga sewa rumah yang dilaksanakan oleh piha k lain a tau tim / 
perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati. 

(2) Standar satuan harga scwa kendaraan dinas sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 15 ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman 
pads Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan scrta 
mempertirn bangkan hasil survey harga sewa kendaraan din as yang 
dilaksanakan oleh pihak lain atau tim / perangkat daerah yang ditunjuk 
oleh Bupati. 

(3) Besaran Tunjangan Perumahan sesuai dengan satandar harga yang 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan 
Keputusan Bupati. 

(4) Besaran 1'unjangan Transportasi sesuai dengan satandar harga yang 
dimaksud pada ayat (2} ditetapkan setiap 'T'ahun Anggaran dengan 
Keputusan Bupati. 

(5) Apabila pada Tahun Anggaran berkenaan tidak dilakukan survey, rnaka 
besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditetapkan berdasarkan hasil survey terakhir. 

BAB VI 
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT 

Pasal 17 

(1} Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : 
a. pakaian Sipil Harian disediakan 2 {dua) pasang dalam setahun; { 



b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalarn setahun; 
c. pakaian sipil lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti; 
d. pakaian dlnas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 

seta.hun; 
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalarn 

setahun. 
(2) Atrlbut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas : 

a. Pin lambang daerah; 
b. Kartu identitas dan name tag; dan 
c. Papan nama. 

(3) Atribut sebagaimana climaksud ayat {2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) pcriode masa bakti, berbahan emas dengan berat 10 (scpuluh) gram 
untuk Pirnpinan dan Anggota DPRD. 

(4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 
{satu) kali setahun. 

Pasal 18 

(1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan rnempertimbangkan prinsip 
efisiensi, efektifitas dan kepatutan. 

(2) Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD mcngikuti 
ketentuan sebagairnana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar 
Biaya Masukan. 

Pasal 19 

Penyediaan pakaian dinas clan atribut Pimpinan dan anggota DPRD dilakukan 
melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD. 

BAB VI 
ROMAR NEGARA DAN KENDARAAN DINAS JABATAN 

Pasal 20 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan 
disediakan bagi Pirnpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Rumah negara dan pcrlengkapannya dapat disediakan bagi Anggot.a DPRD 
sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas 
jabatan sebagairnana dimaksuk pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara 
dan perlengkapannya sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

(4) Perneliharaan rumah negara clan perlcngkapannya serta kendaraan dinas 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pemeliharaan rumah 
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada APBD. 

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bukti, rumah negara 
dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan 
dalam keadaan baik kepada Pemerinltili Dacrah paling larribat 1 (satu] bulan 
sejak canggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. 

(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan 
pcrlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan 
perlcngkapannya wajib dikernbalikan dalarn keadaan baik kepada pemerintah 
daerah paling larnbat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhcnti atau bcrakhirnya/ 
masa bakti, 0 



Pasal 21 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya scrta kendaraan dinas jabatan yang 
disediakan tidak dapat disewabelikan, dlgunausahakan, dipindahtangankan, 
dan/atau diubah status hukumnya. 

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah ncgara yang clisediakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. 

Pasal 22 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menycdiakan rumah negara dan 
kcndaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi 
Anggota DPRD, kepada yang bcrsangkutan dapat diberlkan Lunjangan 
perumahan. 

BABVIl 

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD 

Bagian Kesatu 
Ketentuan Pemberian Dana Operasional 

Pasal 23 

Dana Operasional diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dcngan 
kctentuan sebagai berikut: 
a. apo.bila Kernampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan 

tergolong ringgi maka Kctua diberikan sebanyak 6 (enam} kali dan Wakil 
Ketua dibcrikan sebanyak 4 (cmpat) kali uang representasi Wakil Ketua; 

b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan 
tergolong sedang maka Ketua diberikan sebanyak 4 (empat) kali dan Wakil 
Ketua diberikan scbanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil 
Kerua; dan 

c. Apabila Kernampuan Kcuangan Dacrah Tahun Anggaran berkenan 
ditet.apkan tergolung rendah maka Ketua diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan 
Wakil Ketua diberikan sebanyak 1 ,5 (satu koma lirna) kali uang representasi 
Wakil Kctua, 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

Pasal 24 

(1) Dana Operasional diberikan hanya kepada Pimpinan DPRO. 
(2) Dana Opcrasional diberikan setiap bulan dengan ketentuan: 

a. 80% [delapan puluh pcrsen] cliberikan sekaligus untuk scmua biaya atau 
disebut lurnpsum; dan 

b. 20% (dua puluh persen} diberikan untuk dukungan dana operasional 
lainnya. 

Pasal 25 

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung 
pencairan Dana Operasional sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu l 
(satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran. 

(2) Berdasarkan pengajuan surat perrnintaan pembayaran langsung 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), sekretaris DPJ<l.) selaku r,cnggun1 



anggaran megajukan surat perintah membayar langsung urituk pencairan 
Dana Operasional sebcsar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu} tahun 
anggaran kepada bendahara umurn daerah. 

(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melarnpirkan : 
a. daftar penerima Dana Operasional: dan 
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang 

menjelaskan penggunaan dana akan scsuai dengan peruntukannya. 
(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana 

Operasional berdasarkan surat perintah mernbayar langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Sekretariat OPRD. 

Pasal 26 

{1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) 
melakukan pembayaran Dana Opcrasional yang diberikan secant sekaligus 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berdusarkan 
kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 

(2) Bendahara pengeluaran mengelola Dana Operasional untuk dukungan 
operasional lainnya dengan berpeduman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengclolaan keuangan daerah. 

Pasal 27 

(1) Dalam rangka pcrtanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib 
rnenandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah 
sesuai dengan peruntukannya. 

(2) Pcrtanggungjawaban penggunaan Dana Opcrasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana 
Operasionul. 

(3) Pertanggu.ngjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b disertai dcngan bukti pengeluaran yang 
lengkap d.an sah. 

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan 
Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada 
bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan 
berikutnya. 

(5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelurnnya, 
sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan. 

(6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional olch Pimpinan DPRD 
sebagaiam.an dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan 
pencairan dana bulan berikutnya. 

Pasal 28 

Dalam hal terdapat sisa Dana Opcrasional yang tidak digunakan sampai dcngan 
tahun anggaran, bends hara pengeluaran sekretariat DPRD menyetorkan sisa 
Daria Opcrasional ke kas daerah. 

BAB VJil 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Pasal 29 

(l) Belarija pcnunjang kegiatan DPRD disediakan unt.uk mendukung kelancaran/ 
fungsi.tugas dan wewenang DPRD berupa: J 
a. Program, yang terdiri atas : 

1. Penyelenggaruan rapat; 



2. Kunjungan kerja; 
3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda; 
4. Pcningkatan kapasitas dan profesionalisme surnber daya rnanusia di 

lingkungan DPRD; 
5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; 

dan 
6. Program lain sesuai dengan Iungsi, tugas, dan wewenang DPRD; 

b. Dana operasional Pimpinan DPRD; 
c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapa.n DPRD; 
d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 
e. Belanja sekrctariat fraksi. 

(2) Bclanja penunjang kegiatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 30 

Program sebagairnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diuraikan 
kedalam beberapa kegiatan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 31 

(1) Kclompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (1) c, diangkat dan diberhentikan dengan keputusan 
Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Pernbayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan 
DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau 
kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga saruan orang hari 
atau orang bulan. 

(3) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tirn ahli alat kelengkapan DPRD 
ditetapkan dengan berpedoman pada. Peraturan Bupati tentang Standar Biaya 
Masukan. 

(4) Teknis dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar 
atau tirn ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kctentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 

(1) Tenaga ahli fraksi scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, 
disiapkan l(salu) orang untuk setiap fraksi yang diangkat dan diberhentikan 
dengan kcputusan Sekretaris DPRD. 

(2) Pembayarun kornpcnsasi bagi tcnaga ahli fraksi didasarkan pada kehadiran 
sesuai dengan kebutuhan fraksi DPRD atau kegiatan tcrtentu Iraksi DPRD 
dan dapai dilakukan dcngan harga satuan orang hari atau orang bulan. 

(3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD ditetapkan dengan berpedoman 
pada Pcraturan Bupati ten tang Standar Biaya Masukan. 

(4) Teknis dan persyaratan pengangkatan dan pcmberhentian tenaga ahli fraksi 
sebagaimana dimaksud padu ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 
Sekrctaris DPRD sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. f 



BABVID 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang. mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

Ditctapkan di Pangkajene Sidcnreng 
pada tanggal, g ok:.1-bkr .2btf 

li�!-,UL;.\: "l�SALAn 
i-..:..�, .. ! ,�·.�0-c;-c· . ._.,- -::- a. --...·'T"\,1-- 
[.'1(';)\l ,l'rl, •n 1; s •·u�lj ·,, __ ..._ __ ___, 

StKRl:tAfilS DPHO 
li:.OAt: r�R·;;!.);, i'',;_,\_N_S_ , -.---"----l 
Pr!?£.!��!:!d�!... --'---A--'4----C 
ftfo5ll��-, t-t=��:;.;t,� ,;.\ 'f 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, f1 o�lxr cMJ•'f 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NG RAPPANG, 

r SUDIRM.AN BUNGI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 
•.. t;7. ....• 
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